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ABSTRAK 

Prinsip hukum kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain 

ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) bahwa kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah bentuk 

kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang 

kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau 

menimbulkan luka-luka berat orang lain. Adapun pasal pidana kelalaian 

merugikan orang lain misalnya Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU 

Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU Nomor 1 Tahun 

2023. Proses pembuktian perbuatan lalai dalam proses peradilan pidana bahwa 

untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen 

pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, dan proses pembuktian 

yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. 

 

ABSTRACT 

 The legal principle of negligence which results in the loss of another 

person's life is reviewed by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code 

(KUHP) that negligence, negligence or culpa is a form of errors in criminal law 

as a result of someone's careless actions. These actions can result in death or 
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serious injury to other people. The criminal articles on negligence that harm other 

people include Article 359 of the Criminal Code and Article 474 paragraph (3) of 

Law Number 1 of 2023 or Article 205 of the Criminal Code and Article 343 of 

Law Number 1 of 2023. The process of proving negligent acts in the criminal 

justice process is to uncover a criminal case and cannot be separated from the 

components of the implementation of justice which are tied to evidence and the 

evidentiary process as regulated by applicable legislation. 

 

PENDAHULUAN 

 Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi 

supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada 

kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Suatu negara hukum, maka 

hukumlah yang menjadi “panglima” dalam mengatur tata kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum di atas segalanya dan semua hal 

harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 Sebagai 

kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ataupun aturan dalam hubungan 

sesama warga negara maupun dengan pemerintah mutlak adanya agar tercapai 

ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa 

untuk mencapai cita-cita atau tujuannya harus berlandaskan hukum untuk 

menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negaranya, jadi secara 

sederhana negara hukum adalah bahwa negara dalam penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, kekuasaan 

menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk 

menjalankan ketertiban hukum. Perkembangan kemajuan dan teknologi yang 

semakin pesat membawa dampak untuk negara agar mengikuti perkembangan 

modernisasi, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi 

yang menyebabkansemakin banyaknya pengguna jalan raya. Dewasa ini, semua 

aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang dapat membantu 

pergerakannya.  

                                                            
1 Vivi Eka Rista, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibwah Umur, 
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, h. 1. 
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 Dalam KUHP sendiri tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik 

material, yang mana apabila perbuatan itu selesai dilakukan oleh pelaku dan 

menimbulkan akibat yang dilarang atauyang tidak dikehendaki oleh 

Undangundang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan 

yang ditujukan terhadap nyawa orang laindiatur dalam buku II bab XIX, yang 

terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa 

orang lain terbagi atas beberapa jenis yaitu. Pembunuhan Biasa, Pembunuhan 

dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, 

Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, pembunuhan atas permintaan 

sendiri, penganjuran agar bunuh diri, pengguguran kandungan, dan pengguguran 

kandungan atas izin wanita yang mengandungnya.2 Pembunuhan merupakan 

kejahatan yang dapat terjadi terhadap siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-

anak. Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini sering dijumpai banyak kasus 

yang berkaitan terhadap pembunuhan oleh orang tua terhadap anak dengan 

berbagai macam alasan yang yang jadikan dorongan perbuatan keji itu terjadi. 

Tidak memandang alasan apapun maka tetaplah perbuatan tersebut diharamkan.  

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian yurisdis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan 

dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa 

atau fakta yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum fakta 

                                                            
2 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2001), h.70 
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tersebut benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya 

hubungan hukum antara para pihak.3 

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia adalah 

system pembuktian menurut undang-undang secara negative (negative wettelijk 

bewijstheori)  syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti 

sebagaimana di tentukan dalam KUHAP juga di tambah dengan keyakinan hakim 

yang di peroleh pada saat pembuktian. jika satu unsur tidak terpenuhi, maka 

hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.4 sistem 

pembuktian ini di atur dalam pasal 183 KUHAP bahwah hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang 

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hakim 

harus memperoleh keyakinan yang timbul dari persyaratan minimal dua alat bukti 

yang sah dalam persidangan sebelum menjatuhakan pidana kepada terdakwa. alat 

bukti sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan  

alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan 

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh 

terdakwa.5Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana alat 

bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara 

atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi 

penilaian hakim dalam proses pembuktian. Hari Sasangka dan Lily Rosita 

menjelaskan “alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

suatu perbuatan ,  dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan terdakwa.”6 jenis-jenis alat bukti tertuang pada pasal 

184 ayat (1) KUHAP  

 

                                                            
3 Ibid,Hlm.11 
4 Ibid,Hlm.172 
5 Alfitra, 2011, Hukum pembuktian dalam beracara pidana , perdata dan korupsi Indonesia, 
Jakarta: Raih Asa Sukses, Hlm.23 
6 Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003,Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar 
Maju 
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KESIMPULAN 

1. kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) bahwa kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah bentuk kesalahan 

dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang 

berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau 

menimbulkan luka-luka berat orang lain. Adapun pasal pidana kelalaian 

merugikan orang lain misalnya Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU 

Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU Nomor 1 

Tahun 2023. 

2. Proses pembuktian perbuatan lalai dalam proses peradilan pidana bahwa 

untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen 

pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, dan proses 

pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. 
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